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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Individu ketika bersosialisasi, terhubung kepada sesamanya. Keberadaan manusia 

yang saling membutuhkan membuat manusia itu harus berhubungan hukum dengan orang 

lain, sehingga menimbulkan akibat hukum. Suatu perjanjian merupakan perbuatan hukum, 

melalui terdapat seseorang menghubungkan diri terhadap orang lain guna memenuhi sebuah 

kesepakatan yang akan dicapai bersama. Setiap perjanjian itu bersifat melahirkan suatu 

akibat atas perjanjian itu sendiri terhadap pihak-pihak yang membuatnya.  

Dilakukannya sebuah perikatan adalah agar pihak satu dapat terlindungi haknya, 

sedangkan satunya lagi tak bisa lepas dari kewajibannya. Pengertian perjanjian dalam hukum 

Indonesia telah ditekankan pada Pasal 1313 KUHPerdata: ”Suatu perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

atau lebih”. Sedangkan definisi perjanjian bagi Subekti yaitu kejadian dimana seorang 

bersepakat guna melakukan suatu tindakan.
1
 Sementara itu, pengertian perjanjian bagi 

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja yaitu perjanjian merupakan asal mula perhubungan 

yang mewujudkan kewajiban terhadap seseorang, atau lebih pihak dalam perjanjian.
2
 

Perikatan merupakan kesepakatan bagi kedua subjek hukum atau lebih, yang terletak pada 

lapangan harta kekayaan, yang mana mempunyai hubungan erat dengan Pasal 1320 

KUHPerdata yang berbicara tentang syarat-syarat perjanjian.
3
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Setiap akan terjadi kesepakatan harus berdasarkan kehendak bebas. Arti dari 

kehendak bebas adalah bahwa seseorang itu berada dalam keadaan merdeka dan tidak 

dipengaruhi apapun ketika hendak melakukan perjanjian dengan siapapun. Ketika mereka 

sudah bersepakat, maka menimbulkan akibat yang harus dijalani bagi mereka dalam 

membuat dan mengikatkan diri di dalamnya. Begitu pun dalam perjanjian, mereka telah 

terikat dengan wewenang atau kuasa, serta beban masing-masing. Perbuatan hukum 

mengadakan perikatan ketentuannya ada pada Pasal 1320 KUHPerdata: “Bahwa untuk 

sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: yaitu adanya kesepakatan antar mereka 

yang mengikatkan diri, adanya kecakapan antar mereka yang mengikatkan diri, adanya suatu 

hal tertentu, dan adanya suatu sebab yang halal.” Dua syarat pertama merupakan ketentuan 

individual, tentang mereka dalam mengadakan perjanjian. Jika tak terealisasi, lantas 

perikatan bisa ditiadakan. Dua ketentuan terakhir merupakan syarat obyektif, yaitu mengenai 

pada perikatan. Jika ketentuan objektif tidak terpenuhi, lantas perikatan dinyatakan batal 

demi hukum.   

Perjanjian tercipta karena adanya kesepakatan. Unsur subyektif pertama untuk sahnya 

perjanjian adalah kesepakatan. Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: “Bahwa tiada sepakat 

yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan 

atau penipuan.” Pada penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa sepakat yang sah dalam 

perjanjian menurut KUHPerdata adalah sepakat yang tidak mengandung kekhilafan, paksaan, 

dan penipuan. Dengan kata lain, KUHPerdata menyatakan beberapa pengaruh yang dapat 

dikatakan bahwa suatu perjanjian itu mengandung cacat dalam hal kekhilafan, paksaan, dan 

penipuan, sehingga terancam dapat dibatalkan. Pasal-pasal tersebut adalah Pasal 1321-1328 

KUHPerdata. 
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Mereka yang sudah melakukan persetujuan, menyatakan bahwa dirinya telah terikat 

pada persetujuan tersebut. Yang membuat mereka terikat adalah mengenai kesepakatan 

dirinya untuk mengikuti isi perjanjian. Kandungan pada perikatan merupakan hal yang 

mengakibatkan akibat hukum. Pasal 1314 KUHPerdata mengatur bahwa: “Suatu perjanjian 

dibuat dengan cuma-cuma atau atas beban. Suatu perjanjian dengan cuma-cuma adalah suatu 

perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang 

lain, tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu perjanjian atas beban, adalah 

suatu perjanjian yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat 

sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu”. Melalui ditetapkannya suatu isi perikatan, mereka yang 

terkait harus menjalankan tuntutan dan beban pada isi perikatan tersebut. Isi dari pada 

perikatan itu meliputi identitas para pihak, definisi perjanjian, hak dan kewajiban, dan 

larangan. Kesepakatan antar mereka dalam perikatan artinya kesepakatan untuk mentaati 

kandungan perikatan. Sebab, ketentuan atau kandungan pada perikatan dibuat atas mereka 

dalam perikatan itu sendiri, jadi seseorang itu melekat pada kesepakatan dengan mana 

dibuatnya sendiri. Hingga, mereka yang terikut, sebab mereka telah sepakat.
4
 Perjanjian 

berlaku menyangkut persetujuan seluruh anggota yang terlibat, bahwa perikatan dinyatakan 

telah ada ketika para pihak menyatakan setuju. Karena terdapat persetujuan dari kedua belah 

pihak, maka perjanjian itu berkelakuan melekat kepada mereka dalam mengadakan 

perjanjian. Mereka dengan mana apabila sudah melakukan kesepakatan dalam perjanjian, 

dinyatakan bahwa mereka sudah mulai memberlakukan pada isi perikatan telah diatur.   

Kekhilafan, paksaan, dan penipuan yang mengakibatkan timbulnya suatu perjanjian 

tidaklah tepat. Perjanjian yang didasari adanya kekhilafan, paksaan, dan penipuan merupakan 

perjanjian yang tidak murni dibuat oleh para pihak, karena sudah jelas dasar perjanjian 
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tersebut terdapat penyalahgunaan keadaan dengan mana digerakkan atas seseorang terhadap 

lawannya guna mendapatkan keuntungan. Mengklasifikasikan pengaruh yang tidak 

semestinya terjadi sebagai kesalah dan kekeliruan dalam memberikan kesepakatan, selaras 

pada tindakan individu dengan mana kesepakatannya mengandung kecacatan, memandang 

perlu dicabutnya kontrak. Perkara terhadap pengaruh yang tidak sebagaimana mestinya, 

dengan mana terdapat maksud dari pihak yang mempengaruhi. Pihak yang dipengaruhi patut 

membuktikan dengan mana kontrak tersebut seharusnya tak terjadi. Dari uraian tersebut, 

pengaruh yang tidak sebagaimana mestinya digolongkan serupa kesalahan dan kekeliruan, 

sebab melekat pada isi kontrak. Sebuah kontrak itu terjadi karena kesepakatan. Kesepakatan 

tersebut tak sepenuhnya memandang patut, bisa saja sepakat yang diberikan mengandung 

adanya ancaman, penipuan, dan kesesatan.
5
 

Penyalahgunaan keadaan itu melanggar hukum. Hal ini berdasarkan Artikel 3.44.4 

Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) bahwa penyalahgunaan keadaan itu terjadi jika seseorang 

itu mengetahui atau seharusnya mengetahui orang lain yang melakukan suatu perbuatan 

hukum akibat dari keadaan khusus, seperti keadaan darurat, ketergantungan, kecerobohan, 

keadaan jiwa yang tidak normal, atau tidak berpengalaman dan yang mendorong lahirnya 

perbuatan hukum, padahal ia mengetahui atau seharusnya mengetahui seharusnya tidak 

melakukan itu, melakukan suatu penyalahgunaan keadaan. Ada kemungkinan bahwa suatu 

perjanjian yang sudah ada mengandung kekurangan, yakni mengandung adanya kekhilafan, 

paksaan, dan penipuan, yang apabila jika dituntut oleh pihak lawan, maka perjanjian itu bisa 
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Kehendak Dalam Perkembangan Hukum Kontrak”,Yuridika Vol. 30 No. 2 Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 

Surabaya, Mei 2015: 237 
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dibatalkan.
6
 Kekurangan tersebut tercantum pada Pasal 1321-1328 KUHPerdata antara lain 

dapat berupa kekhilafan, paksaan, dan penipuan (dan kemudian juga penyalahgunaan 

keadaan) bukanlah sepakat yang dimaksud dalam Pasal 1321 KUHPerdata, karena sepakat 

yang diberikan sebagai adanya kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan 

bukan sepakat yang sah sesuai dan karenanya dapat dituntut pembatalannya.
7
  

Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat 

ditarik kembali selain dengan kesepakatan antar kedua belah pihak, serta tiap perjanjian patut 

didirikan berdasarkan sebab yang halal. Perikatan dengan mana mengandung 

penyalahgunaan keadaan di dalamnya harus  dibatalkan oleh salah satu pihak yang merasa 

dirugikan. Sebab, penyalahgunaan keadaan itu bersifat melanggar hukum. Karena tidak 

terpenuhinya syarat subyektif dalam perjanjian. 

Pelaku penyalahgunaan keadaan itu tidak dihukum. Sebab, jika terjadi penyalahgunaan 

keadaan dalam suatu kontrak, biasanya pihak yang dirugikan hanya meminta bahwa „objek‟ 

dari penyalahgunaan keadaan tersebut harus dirubah, sementara „subyek‟ atau pelaku 

penyalahgunaan keadaan tidak mendapat hukuman apapun. Praktek peradilan telah menerima 

penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian di samping alasan 

yang selama ini telah dikenal, yaitu : 1) Perjanjian dibuat oleh mereka yang tidak cakap 

(Pasal 1330 KUHPerdata); 2) Perjanjian bertentangan dengan undang-undang, ketertiban 

umum atau kesusilaan (Pasal 1337 KUHPerdata); 3) Perjanjian dibuat karena kekhilafan, 

paksaan atau penipuan (Pasal 1321 KUHPerdata); dan 4) Wanprestasi dalam pelaksananan 

                                                           
6
 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian (Buku II), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 

2001), hal. 142  
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https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a4c5a257a301/sepakat-dan-permasalahannya--perjanjian-

dengancacat-dalam-kehendak , diakses pada 5 April 2021 pukul 21:09 WIB 
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perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdata). Kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No. 

3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 adalah “Penandatanganan perjanjian yang 

tertuang dalam Akta No. 41 dan 42 oleh orang yang sedang ditahan polisi tersebut, adalah 

merupakan tindakan “penyalahgunaan keadaan”, karena salah satu pihak dalam perjanjian 

tersebut berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya.  Akibat 

hukumnya, semua perjanjian yang tertuang dalam Akta No. 41 dan No. 42 tersebut beserta 

perjanjian lainnya, menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh hakim atas 

tuntutan/gugatan pihak lain”. Putusan tersebut berisi mengenai keadaan  Pemohon Kasasi 

yang sedang dalam masa tahanan didatangi oleh Termohon Kasasi IV yang langsung 

menyodorkan satu berkas yang terdiri dari beberapa Akta Autentik untuk ditandatangani, 

yang mana akta-akta tersebut adalah Akta Perjanjian Nomor 41 dan 42. Dalam Akta 

Perjanjian Nomor 41 disebut bahwa Pemohon Kasasi masih mempunyai utang kepada 

Termohon Kasasi I. Karena itu, Pemohon Kasasi diharuskan menandatangani permohonan 

pembukaan rekening pada Termohon Kasasi I yang telah dipersiapkan bersamaan dengan 

Akta Nomor 41 dan menyodorkan satu buku Bilyet Giro PT. Bank Artha Graha. Bahwa Akta 

Nomor 42 merupakan penegasan dan perincian ketentuan yang dibuat oleh Termohon Kasasi 

I pada Akta Nomor 41 sepanjang menyangkut Pemohon Kasasi dengan mengkaitkan pihak 

lain, sebagai penjamin. Akta-akta tersebut jelas merugikan Pemohon Kasasi karena 

ditandatangani secara terpaksa, bahkan akad tandatangan tersebut dilaksanakan di ruangan 

sel tahanan. Bahwa persangkaan Pemohon Kasasi telah melakukan tipikor terhadap kejahatan 

perbankan merupakan rekayasa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I untuk dijadikan 

dasar penambahan jangka waktu tahanan. Tetapi ironisnya Pasal tipikor tersebut tidak 

tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Bahwa karena dalam keadaan tidak 



7 
 

bebas dan frustasi tersebut, Pemohon Kasasi menandatangani akta-akta tersebut karena 

dijanjikan jaminan bahwa Termohon Kasasi I akan membantu penangguhan masa tahanan 

Pemohon Kasasi.  

Pencabutan perikatan terhadap pengaruh yang tidak sebagaimana mestinya melekat 

kepada keadaan yang dengan mana bersifat tak selaras. Tiang berdirinya perikatan itu 

merupakan karena suatu sumpah atas mereka yang terikat. Untuk menentukan ada tidaknya 

penyalahgunaan keadaan, indikator yang dapat menjadi patokan adalah 1)  Dari aspek 

formulasi perjanjian, prestasi dan kontra prestasi yang dibebankan kepada para pihak tidak 

berimbang secara mencolok dan bahkan tidak patut, dan 2)  Dari aspek proses ditutupnya 

perjanjian, hal itu terjadi dikarenakan adanya pihak yang menyalahgunakan keadaan sebagai 

akibat memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, baik berupa kelebihan secara ekonomi 

ataupun psikologis. Sebagaimana lazimnya dalam tuntutan pembatalan perjanjian atas dasar 

cacat kehendak, maka tidak diperlukan unsur kerugian. Sudah cukup apabila dapat 

dibuktikan bahwasanya tanpa adanya penyalahgunaan keadaan, perjanjian tidak mungkin 

lahir.
8
 

Seperti dalam perkara penyalahgunaan keadaan antara debitur (penggugat) dengan 

kreditur (tergugat), berdasarkan Nota Kesepahaman tertanggal 15 Januari 2018, disebutkan 

bahwa penggugat ingin meminjam uang kepada tergugat untuk dukungan modal usaha kerja 

sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik 

(SHM) Nomor 709/Bane atas nama Wilson Ferri Siagan (penggugat). Dan tergugat 

menyatakan setuju atas jaminan tersebut.  

                                                           
8
 Hasanudin, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian, dalam https://pn-

tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/ , diakses pada 11 Maret 

2021 pukul 21:32 WIB  

https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/
https://pn-tilamuta.go.id/2016/05/18/penyalahgunaan-keadaan-sebagai-alasan-pembatalan-perjanjian/
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Tergugat telah menyerahkan uang pinjaman kepada penggugat sebesar Rp. 45.000.000 

(empat puluh lima juta rupiah) sebagai tahap pertama pemberian dukungan modal kerja. Dan 

untuk tahap kedua pemberian dukungan modal kerja sebesar Rp. 455.000.000 (empat ratus 

lima puluh lima juta rupiah), tergugat akan memberikan kepada penggugat di kantor Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) Asni Julia, S.H., dan mengharuskan penggugat untuk 

membawa SHM Nomor 709/Bane asli milik penggugat sebagai jaminan. Sesampainya, 

penggugat dan disodorkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 24 Tahun 2018 oleh tergugat dan 

pegawai PPAT, dan diharuskan segera bagi penggugat untuk melakukan tandatangan di 

kolom yang disediakan. Penggugat dan berkata bahwa hal ini di luar kesepakatan, penggugat 

tidak berminat menjual tanah dan bangunan tersebut. Tergugat mengancam bahwa apabila 

penggugat dan tidak segera tandatangan, maka tergugat tidak akan memberikan sisa 

pinjaman tahap kedua pemberian dukungan modal kerja. Tergugat juga mengatakan bahwa 

AJB tersebut hanyalah formalitas sebagai jaminan utang saja, dan berlaku selama enam 

bulan. Jika pinjaman sudah dapat dicairkan oleh penggugat, maka SHM milik penggugat 

akan dikembalikan. Karena penggugat sudah dalam keadaan terdesak membutuhkan dana 

pinjaman, penggugat tidak mempunyai pilihan lain selain menandatangani AJB tersebut, 

maka terjadilah, penggugat dan menandatangani AJB tersebut tanpa mempelajari isinya. 

Setelah melampaui jangka waktu enam bulan sebagaimana yang telah ditentukan, penggugat 

belum bisa melunaskan pembayaran utang kepada tergugat, maka dari itu penggugat berniat 

menjual SHM Nomor 709/Bane atas nama penggugat untuk melunaskan pembayaran utang 

penggugat kepada tergugat.    

Pada Desember 2018, tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa SHM Nomor 

709/Bane sudah tidak bisa dijual, karena sudah balik nama menjadi milik tergugat, sebagai 
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kompensasi untuk pembayaran utang penggugat yang telah melampaui batas. Penggugat 

merasa ditipu oleh tergugat, sebab tergugat mengatakan bahwa pada saat akad, AJB hanyalah 

formalitas sebagai jaminan utang, bukan untuk balik nama menjadi milik tergugat apabila 

penggugat telah melampaui batas waktu pengembalian utang. 

Berdasarkan fakta tersebut, penggugat menggugat tergugat ke Pengadilan Negeri 

Pematang Siantar atas gugatan penyalahgunaan keadaan. Majelis hakim mengabulkan 

gugatan penggugat dan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan penyalahgunaan 

keadaan kepada penggugat. Pengadilan Negeri Pematang Siantar berpendapat bahwa 

menyatakan batal demi hukum AJB Nomor 24 Tahun 2018 tertanggal 24 Januari 2018 yang 

ditandatangani oleh penggugat dan tergugat di kantor PPAT Asni Julia, S.H. karena dibuat 

berdasarkan penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden). Berdasarkan uraian 

yang telah dipaparkan diatas, penulis tertarik untuk meneliti pembatalan akta autentik dan 

menyusun tesis dengan judul: “PEMBATALAN AKTA JUAL BELI YANG 

MENGANDUNG PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN 

OMSTANDIGHEDEN) (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI 

PEMATANG SIANTAR NOMOR 91/Pdt.G/2019/PN Pms)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

      Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan pokok permasalahan 

      penelitian sebagai berikut: 

    1. Bagaimana akibat hukum terhadap akta jual beli yang mengandung penyalahgunaan 

keadaan? 

       2.   Bagaimana upaya hukum untuk penyelesaian terhadap akta jual beli 
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yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan oleh kreditur (studi kasus: putusan 

Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pms) ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah: 

1. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum akta jual beli yang mengandung 

penyalahgunaan keadaan; 

2. Untuk memahami dan menganalisis upaya penyelesaian terhadap akta jual beli yang 

mengandung penyalahgunaan keadaan dengan studi kasus pada Pengadilan Negeri 

Pematang Siantar Nomor 91/Pdt.G/2019/PN Pms. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

       Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis, yaitu: 

1. Secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu 

hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai 

penyalahgunaan keadaan. 

2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi setiap subyek hukum dalam 

melakukan perjanjian, serta memberikan acuan bagi hakim dalam memutuskan perkara 

gugatan yang berkaitan dengan perjanjian yang mengandung penyalahgunaan keadaan 

di masa yang akan datang. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada masyarakat umum mengenai penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
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      Sistematika penulisan digunakan agar pembaca dapat memahami alur berpikir penulis, dan   

untuk mempermudah memahami isi tesis ini, tesis ini terdiri dari lima bab, dan setiap bab 

terbagi menjadi beberapa sub bab, dengan penjelasan sebagai berikut: 

      BAB I       PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini diuraikan secara umum yang menggambarkan isi penulisan karya 

tulis ilmiah atau tesis, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan dan   manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

      BAB II     TINJAUAN PUSTAKA 

    Dalam tinjauan pustaka ini, penulis memasukan dua sub bahasan, yaitu landasan  

teori dan landasan konseptual. Dalam landasan teori diuraikan pengertian 

perjanjian dan perjanjian utang piutang; landasan hukum perjanjian; akibat hukum 

perjanjian; kewajiban kreditur dan debitur dalam perjanjian utang piutang. Selain 

itu penulis juga menyertakan tinjauan umum tentang wanprestasi, yaitu pengertian 

wanprestasi; apa saja yang dapat dikategorikan sebagai wanprestasi; akibat 

hukum wanprestasi. Landasan konseptual berisi pengertian perjanjian; perjanjian 

utang piutang; prestasi; wanprestasi; kreditur; debitur; penyalahgunaan keadaan; 

utang; jaminan. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

    Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang menjadi landasan 

penulisan, yaitu metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, tipe penelitian, 

sumber dan jenis data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV    HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 
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     Dalam bab hasil penelitian, penulis akan menguraikan dua hal penting terkait   

pokok permasalahan, yaitu akibat hukum penyalahgunaan keadaan yang 

dilakukan oleh kreditur dalam perjanjian utang piutang dan upaya penyelesaian 

terhadap pembatalan akta jual beli yang mengandung penyalahgunaan keadaan 

(studi kasus: putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 

91/Pdt.G/2019/PN Pms.). 

BAB V     KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan  

merupakan jawaban dari rumusan masalah mengenai hasil penelitian dan saran 

merupakan solusi yang penulis berikan sebagai masukan bagi para penegak 

hukum dan masyarakat pada umumnya. 

 


